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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan mengetahui kontribusi dan efektivitas 

Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Madiun tahun 

2018-2021. Data diperoleh dari laporan target dan realisasi Badan Pendapatan Daerah 

Kota Madiun tahun 2017-2021. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian 

kualitatif dan kuantitatif. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan analisis kontribusi dan analisis efektivitas. Berdasarkan dari hasil 

penelitian, selama periode 2017-2021 rata-rata kontribusi Pajak Penerangan Jalan 

berad pada kategori kurang yaitu sebesar 11%. Hal tersebut disebabkan karena pada 

saat adanya pandemi Covid-19 yang berdampak pada perekonomian sehingga 

diturunkannya target penerimaan Pajak Penerangan Jalan. Kemudian, untuk hasil 

penelitian analisis efektivitas selama periode 2017-2021 rata-ratanya berada pada 

tingkat sangat efektif yaitu sebesar 106%. Hal tersebut dapat terjadi karena petugas 

yang aktif dan rutin melakukan penagihan terhadap wajib pajak. 

Kata kunci: pajak penerangan jalan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
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ABSTRACT 

 

This research aims to analyze and determine the contribution and effectiveness of Street 

Lighting Tax to Madiun City's Local Revenue (PAD) in 2018-2021. The data was 

obtained from the 2017-2021 target and realization reports of the Madiun City Regional 

Revenue Agency. The type of research used is qualitative and quantitative research. 

The technique used in this study uses contribution analysis and effectiveness analysis.  

Based on the results of the research, during the 2017-2021 period the average 

contribution of Street Lighting Tax was in the less category, which was 11%. This was 

due to the fact that during the Covid-19 pandemic which had an impact on the economy 

so that the target for Street Lighting Tax revenue was lowered. Then, for the results of 

the effectiveness analysis research during the 2017-2021 period, the average is at a very 

effective level of 106%. This can happen because officers who are active and routinely 

collect tax payers. 

Keywords: street lighting tax, Local Own Revenue (PAD) 
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BAB I 
 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang masalah 
 

Pembangunan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memperkuat 

negara. Pemerintah bekerja untuk memastikan bahwa beberapa disiplin ilmu 

berkembang secara seimbang dan terintegrasi dengan yang lain. Pembangunan 

ekonomi ialah kegiatan dimana kotamadya dan seluruh lapisan warga bisa mengolah 

semua sumber daya yang ada, membangun relasi, membuat lapangan pekerjaan baru 

dan menggairahkan perekonomian pada wilayah tersebut. Bagian keuangan ialah salah 

satu bagian yang berperan besar dalam pergerakan dalam mencapai tujuan. 

Kemandirian suatu daerah dalam pembangunan negara tidak terlepas dari 

pencapaian kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah pusat 

merumuskan peraturan dan memberdayakan pemerintah daerah mengolah keuangan 

daerah masing-masing atau yang lebih sering disebut Desentralisasi. Penerapan 

desentralisasi sebagai bentuk otonomi daerah juga telah terjadi. Alokasi dana antara 

pusat dan daerah yang diamanatkan pemerintah dan otoritas di semua tingkatan 

membutuhkan dukungan dana. Dalam hal ini, pemerintah daerah perlu mandiri secara 

finansial karena subsidi atau bantuan dari pemerintah pusat selama ini menjadi 

sumber utama APBD, berawal dari minimnya kontribusi dan menjadi sumber 

pendapatan utamanya dari daerah sendiri. 

Salah satu penghasilan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

PAD ialah penerimaan yang diterima daerah dari pajak daerah, retribusi daerah, 
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keuntungan perseroan, dan transaksi hukum lainnya. PAD merupakan salah satu 

sumber pendapatan daerah yang harus dimaksimalkan untuk membangun daerah 

tersebut. Pembangunan daerah ini membutuhkan dana yang relatif besar, hal tersebut 

membuat pemerintah daerah bekerja keras untuk menelusuri potensi atau sumber PAD 

guna mengoptimalkan pembangunan daerah. 

Berikut adalah Pendapatan Asli Daerah Kota Madiun tahun 2017-2021 : 

 

Tabel 1. 1 

Pendapatan Asli Daerah Kota Madiun 
 

Tahun Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) 

2017 230.608.717.369,00 

2018 105.382.873.572,70 

2019 208.488.824.800,00 

2020 206.504.941.000,00 

2021 226.891.939.093,00 

Rata-rata pertahun 195.575.459.166,94 

Sumber: Laporan tahunan BAPENDA Kota Madiun 

 

Dari data diatas dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah berfluktuasi setiap 

tahunnya. Pada tahun 2018 mengalami kenaikan dari tahun 2017 yang berjumlah Rp. 

230.608.717.369,00 menjadi Rp. 105.382.873.572,70. Mengalami kenaikan pada 

tahun 2019 sebesar Rp. 208.488.824.800,00. Kemudian mengalami penurunan kembali 

pada tahun 2020 menjadi Rp. 206.504.941.000,00 dan mengalami kenaikan kembali 

pada tahun 2021 sebesar Rp. 226.891.939.093,00. 

Menurut Pasal 34 Undang-Undang Tahun 2000, Pajak Daerah Indonesia 

merupakan iuran yang harus dibayarkan oleh individu atau badan kepada daerah yang 

dipungut secara tidak langsung guna membiayai pajak administrasi dan pembangunan 
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masyarakat daerah dan bisa diminta, hal tersebut berdasarkan undang-undang yang 

berlaku. jarak. Ada dua jenis pajak daerah: pajak daerah dan pajak daerah/kota. Pajak 

daerah meliputi pajak kendaraan dan kapal, bea balik nama kendaraan dan kapal, pajak 

bahan bakar kendaraan, pajak penggunaan tanah dan air, pajak kendaraan dan pajak 

kendaraan. Pajak kabupaten/kota meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, 

Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengumpulan dan Pengolahan Mineral 

Kelas C, dan Pajak Parkir. Pajak daerah ialah sumber utama penerimaan (fungsi 

anggaran) dan juga mempunyai fungsi pengaturan. Pajak adalah sumber perolehan 

daerah yang dimanfaatkan guna membayari pengeluaran pemerintah. Sebagai milik 

pribadi, yaitu milik umum, seperti membayari penyelenggaraan pemerintahan, 

mewujudkan dan memelihara prasarana, menyiapkan sarana pendidikan dan kesehatan, 

membiayai kepolisian, membiayai kegiatan pemerintah daerah, dan lain-lain. Dari 

fenomena tersebut dapat kita lihat seberapa berguna pajak daerah, terlebih dalam 

menunjang pengelolaan daerah yang menjadi sumber perolehan daerah yang sangat 

berpotensi besar. Ini dikarenakan perolehan pajak tumbuh pada tingkatan yang serupa 

dengan politik, ekonomi dan pertumbuhan ekonomi, populasi dan stabilitas. Dalam 

penyusunan daerah, perpajakan merupakan hal yang penting dalam pengelolaan. 

Dalam pembangunan daerah, perpajakan memegang peranan penting dalam 

pembangunan. Administrasi pajak daerah disusun dengan UU No.1. UU No. 34 Tahun 

2000, mengizinkan daerah atau kotamadya mengambil pajak daerah. 
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Tabel 1. 2 

Perbandingan Target dan Realisasi Pajak Penerangan Jalan dengan Pajak 

Restoran Kota Madiun 2017-2021 
 

Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) 
Bertambah/ 
Berkurang 

Perkembangan (%) 

2017 16.080.000.000,00 18.503.214.981,13 2.423.214.981,13 115,07% 

2018 19.300.000.000,00 19.722.287.098,64 422.287.098,64 102,19% 

2019 20.125.000.000,00 20.627.903.089,64 502.903.089,64 102,50% 

2020 19.600.000.000,00 20.664.839.579,46 1.064.839.579,46 105,43% 

2021 19.327.000.000,00 20.011.884.363,64 684.884.363,64 103,54% 

Sumber: Laporan tahunan BAPENDA Kota Madiun 

 

Pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa pemerintah telah menargetkan Pajak 

Penerangan Jalan sebesar Rp. 16.080.000.000,00 dan yang terealisasi pada tahun 2017 

adalah sebesar Rp. 18.503.214.981,13. Pada tahun 2018 pemerintah menargetkan Pajak 

Penerangan Jalan sebesar Rp. 19.300.000.000,00 kemudian terealisasi dan mengalami 

kenaikan sebesar Rp. 19.722.287.098,64, selisih realisasi dari tahun 2017 ialah sebesar 

Rp. 1.219.072.117,51. Pada tahun 2019 pemerintah menaikkan target Pajak 

Penerangan Jalan sebesar Rp. 20.125.000.000,00 dan mengalami kenaikan juga dalam 

realisasinya yaitu sebesar Rp. 20.627.903.089,64, hal ini menjadikan realisasi Pajak 

Penerangan Jalan mengalami selisih dengan tahun 2018 sebesar Rp. 905.615.991,00. 

Pada tahun 2020 pemerintah Kota Madiun menurunkan target sebesar 

Rp.19.600.000.000,00 akan tetapi tetap saja Pajak Penerangan Jalan mengalami 

kenaikan dari tahun 2019 sebesar Rp. 36.936.489,82 sehingga jumlah realisasi Pajak 

Penerangan Jalan tahun 2020 sebesar Rp. 20.664.839.579,46. Kemudian pada tahun 

2021 pemerintah Kota Madiun kembali menaikkan target realisasi menjadi Rp. 

19.327.000.000,00 akan tetapi mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 
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Rp. 652.955.215,82 sehingga jumlah realisasi Pajak Penerangan Jalan Kota Madiun 

tahun 2021 sebesar Rp. 20.011.884.363,64. Dari data yang diperoleh dari Laporan 

Tahunan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) tersebut diketahui bahwa realisasi 

Pajak Penerangan Jalan Kota Madiun dalam periode tahun 2017-2021 mengalami terus 

kenaikan yang signifikan. Berikut merupakan tabel data Pajak Restoran sebagai 

pembanding target dan realisasi dengan Pajak Penerangan Jalan. 

Tabel 1. 3 

Perbandingan Target dan Realisasi Pajak Penerangan Jalan dengan Pajak 

Restoran Kota Madiun 2017-2021 
 

Tahun Pajak Penerangan Jalan Pajak Restoran 

Target Realisasi Target Realisasi 

2017 16.080.000.000,00 18.503.214.981,13 4.950.000.000,00 7.184.100.061,77 

2018 19.300.000.000,00 19.722.287.098,64 8.500.000.000,00 9.105.087.235,13 

2019 20.125.000.000,00 20.627.903.089,64 10.750.000.000,00 12.986.705.054,18 

2020 19.600.000.000,00 20.664.839.579,46 10.100.000.000,00 11.403.756.266,81 

2021 19.327.000.000,00 20.011.884.363,64 11.000.000.000,00 12.191.757.300,09 

Sumber: Laporan tahunan BAPENDA Kota Madiun 

 

Berdasarkan uraian tersebut bisa diketahui bahwa Pajak Penerangan Jalan ialah 

pajak yang paling tinggi angkanya dibandingkan dengan pajak yang lain contohnya 

Pajak Restoran, walaupun persentase perkembangan Pajak Penerangan Jalan tidak 

setinggi Pajak Restoran akan tetapi nilai target dan realisasi dari Pajak Penerangan 

Jalan lebih besar nominalnya. Alasan lain peneliti ingin menulis tentang fenomena ini 

ialah karena ingin melihat sebesar apa kontribusi dan efektivitas dari Pajak Penerangan 

Jalan Kota Madiun yang setiap tahunnya mengalami kenaikan yang signifikan, dengan 
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judul “Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Penerangan Jalan Terhadap 

Pendapatan Asli Kota Madiun Periode 2017-2021” 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis dapat merumuskan masalah berikut ini: 

 

1. Seberapa besar kontribusi pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah 

Kota Madiun? 

2. Seberapa besar tingkat efektivitas pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli 

Daerah Kota Madiun? 

3. Hambatan-hambatan apa saja yang  mempengaruhi pemungutan Pajak Penerangan 

Jalan di Kota Madiun? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

Dari rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, penelitian ini 

mempunyai tujuan sebagai berikut: 

1. Agar dapat mengetahui Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli 

Daerah Kota Madiun tahun 2017-2021 

2. Untuk mengetahui tingkat Efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kota Madiun tahun 

2017-2021 

3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang mempengaruhi pemungutan 

Pajak Penerangan Jalan di Kota Madiun 
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1.3 Manfaat Penelitian 

 

Keunggulan teoritis dan praktis dibutuhkan dalam penelitian ini. Secara teori 

dapat ditambahkan pada penelitian tradisional dan bahan kepustakaan serta dijadikan 

sebagai pedoman atau acuan guna penelitian dan pengembangan dimasa depan. Selain 

itu, studi homogen yang digunakan peneliti ilmiah ini dapat menjadi acuan guna studi  

banding di masa yang akan datang. Keuntungan praktisnya adalah kontribusi 

pemerintah kota dalam menentukan model politik pemungutan pajak daerah, 

khususnya PAD. 
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BAB II 
 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

 

2.1.1 Konsep Pajak 
 

Pajak memiliki arti yang berbeda-beda tergantung dari pendapat setiap orang, 

namun pada dasarnya pajak memiliki pusat atau target yang selaras. Berikut ini adalah 

pengertian perpajakan menurut para ahli perpajakan, diantaranya: 

Definisi pajak yang diberikan oleh Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M. dan 

Brock Horace R didasarkan pada kutipan Thomas Sumarsan (2017) yaitu “Pajak ialah 

pemindahan sumber daya dari sektor swasta ke sektor pemerintah dan harus dengan 

tidak bertentangan dengan undang-undang, melakukan dengan syarat-syarat yang telah 

ditentukan sebelumnya, tanpa kompensasi langsung dan proporsional agar pemerintah 

dapat menjalankan fungsi kepemimpinannya. 

Pengertian pajak dari Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa “pajak 

adalah suatu pembayaran yang wajib, biasanya dalam bentuk uang, yang dilakukan 

oleh masyarakat sebagai pembayaran yang wajib kepada negara atau pemerintah 

sehubungan dengan penghasilan, harta benda, atau harga pembelian barang, dll." 

Menurut Pudyatmoko, 2009:16, terdapat adanya dua fungsi pajak yaitu fungsi 

budgetary atau anggaran penerimaan dan fungsi regulatory atau mengatur: 

1) Fungsi Anggaran 
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Fungsi pajak adalah untuk mentransfer uang sebanyak mungkin ke Departemen 

Keuangan. Fungsi pajak di sini lebih dari sekedar alat untuk menarik uang dari 

masyarakat guna dicantumkan dalam kas negara. 

2) Fungsi Mengatur 

 

Dalam fungsi ini, pajak menjadi instrumen guna mengendalikan atau melakukan 

kebijakan negara di bidang ekonomi dan sosial, juga merupakan instrumen guna 

meraih tujuan lain selain dibidang keuangan. Tugas regulasi adalah untuk 

menyeimbangkan perekonomian, mengawasi pemerataan perolehan dan mendorong 

perkembangan perekonomian. 

Sementara menurut menurut Waluyo, 2011:12, ada banyak jenis pajak yang bisa 

dikelompokkan menjadi 3 bagian yaitu menurut golongan, sifat dan instansi 

pemungutnya. 

1. Menurut golongan pajak dikategorikan menjadi dua yaitu pajak langsung dan pajak 

tidak langsung. 

2. Menurut sifat pajak dibagi dua yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. 

 

3. Menurut instansi pemungut pajak digolongkan jadi dua yaitu pajak pusat dan pajak 

daerah. 

2.1.2 Sistem Pemungutan Pajak 

 

“Sistem pemungutan pajak menurut kewenangan pungut dan menetapkan 

besarnya penetapan pajak”. (Mardiasmo, 2013), dibagi atas: 

Menurut (Mardiasmo,2013), Sistem pemungutan pajak menurut kewenangan pungut 

dan menetapkan besarnya penetapan pajak, terdiri atas: 
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a. Official Assesment System 

 

Suatu sistem pemungutan dan administrasi pajak yang memungkinkan otoritas pajak 

guna menentukan jumlah pajak yang wajib dibayarkan setiap tahun menurut undang- 

undang. Pada sistem ini, inisiatif dan perhitungan pajak seluruhnya merupakan kendali 

aparat pajak. Sebelum adanya Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diberikan kepada 

Wajib Pajak, maka mereka tidak mengetahui jumlah pembayaran pajaknya. Oleh 

karena itu, keberhasilan konsolidasi pajak bergantung pada fiskus. 

b. Self Assesment System 

 

Sistem pemungutan pajak dan administrasi perpajakan memberikan kesempatan 

kepada wajib pajak untuk memutuskan besarnya pajak yang harus dibayar setiap tahun 

didasarkan pada undang-undang perpajakan. Semua bisnis dan operasi sistem ada pada 

tangan pembayar pajak. Wajib pajak ialah orang yang mengetahui cara mengukur 

pajak, mengerti peraturan perpajakan yang berjalan, jujur, dan mengerti seberapa 

penting membayar pajak sesuai dengan peraturan. Ketiga rasio ini hanya bertujuan 

sebagai ilustrasi dan desain. 

c. With Holding System 

 

Pihak ketiga yang dipilih oleh sistem perpajakan bisa menunjukkan jumlah 

pajak yang harus dibayar tiap tahun serasi dengan peraturan perundang-undangan 

perpajakan yang berjalan. Penunjukan pihak ketiga ini bisa dijalankan selaras dengan 

undang-undang, keputusan presiden, dan peraturan lainnya. Deklinasi dan tingkatkan 

pajak, biaya dan akuntansi dengan tiga alat yang tersedia. Apakah pembayaran sah atau 

tidak karena itu tergantung pada pihak ketiga yang disebutkan. 
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2.1.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

 

1) Pengertian Pendapatan Asli Daerah 

 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) ialah penghasilan yang merupakan kesanggupan 

daerah untuk bisa menggabungkan sumber keuangan guna memenuhi biaya 

operasional daerah. Oleh karena itu pendapatan daerah bisa disebut juga pendapatan 

sehari-hari masyarakat untuk menggunakan potensi sumber daya daerah guna 

mendukung dan membiayai pembangunan. 

A. Sumber Pendapatan Asli Daerah 

 

Kota mempunyai cukup uang guna menjalankan anggaran mereka sendiri. Tidak semua 

dana yang tersedia di daerah tersedia dan daerah harus mengidentifikasi potensi 

keuangan mereka sendiri sesuai dengan peraturan. 

Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Pasal 157 tentang Pemerintah Daerah, menyatakan 

sumber Pendapatan Asli Daerah ialah: 

a) Pajak daerah yang diminta oleh pemerintah kota sesuai undang-undang yang 

ditetapkan peraturan daerah, hal ini diberlakukan bagi seluruh lembaga keuangan. 

Contoh: orang atau badan, bergerak atau diam. 

b) Pajak daerah ialah pajak yang dikomisikan untuk implementasi langsung dan 

signifikan dari layanan yang disediakan oleh daerah. 

c) Laba usaha daerah adalah pendapatan yang terdiri atas bagian dari laba bersih usaha 

daerah. 
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d) Pendapatan kantor daerah adalah perolehan jasa daerah, bukan pajak daerah atau 

retribusi daerah. Misal: Kuitansi dari Dinas Pertanian, Kuitansi dari Dinas Peternakan 

dan lain-lain. 

e) Pendapatan lain-lain adalah perolehan selain umur kawasan, umur zona, keterlibatan 

pemilik lokal dan penjualan tanah resmi. Misal: Penghasilan dari penjualan barang 

daerah, penjualan barang bekas, sewa roda empat dan dua, sewa rumah yang dibangun 

oleh pemerintah daerah, dll. 

2.1.4 Konsep Pajak Daerah 

 

a. Pengertian Pajak Daerah 

 

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak. Pajak daerah 

merupakan pembayaran wajib oleh perusahaan atau organisasi daerah tanpa imbalan 

pribadi yang seimbang. Hal itu didasarkan pada peraturan perundang-undangan, 

pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. 

b. Tolak Ukur Menilai Pajak Daerah 

 

Pemerintah berhak menuntut pajak daerah, namun profitabilitas perpajakan tetap perlu 

diperhatikan. Nick Devas memberikan peraturan yang menyatakan bahwa “Kriteria  

Penilaian Pajak Daerah: Dalam mengevaluasi tingkat pajak daerah saat ini, saya 

menggunakan kriteria sebagai berikut” (Mustaqiem, 2008: 61-62): 

i. Tax Yield (Aspek Perolehan Pajak) 

 

ii. Penerimaan pajak relatif besar, pajak yang kecil menyebabkan inefisiensi dan 

menimbulkan resistensi pajak. 
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iii. Hasilnya lebih paten dan dapat diprediksi. Pajak harus stabil dan tidak bervariasi dari 

tahun ke tahun sehingga lebih mudah mempersiapkan konsumsi. 

iv. Fleksibilitas pendapatan pajak terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk dan 

pertumbuhan pendapatan. 

v. Perbandingan biaya pungut dengan hasil pajak. 

 

1) Equity (Aspek Keadilan) 

 

1. Dasar pengenaan pajak dan kewajiban perpajakannya tidak sembarangan. 

 

2. Keadilan horizontal, pajak yang seharusnya membentuk kondisi horizontal adalah yang 

memiliki cadangan ekonomi dan beban pajak yang sama. 

3. Vertical equity, beban pajak harus menyesuaikan masyarakat untuk membayar pajak, 

yang kaya harus membayar lebih dari yang miskin. 

4. Benefit principle, memperoleh keuntungan dari utilitas masyarakat juga membayar 

pajak lebih banyak. 

2) Economic Efficiency (Aspek Daya Guna Ekonomi) 

 

Pajak membuat penggunaan sumber daya secara efisien dan dilarang menggagalkan 

perekonomian. Sistem pajak harus netral secara ekonomi untuk meminimalkan distorsi 

ekonomi. 

3) Ability to Implement (Asas Kemampuan Melaksanakan) 

 

Ada prinsip penerapan perpajakan. Keterampilan manajemen dan teknis yang baik  

mendukung otoritas pajak. 

4) Suitability as a Local Revenue Cource (Aspek cocok sebagai sumber pendapatan) 

 

a. Pemerintah Daerah mana yang menjadi penerima pajak harus jelas. 
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b. Lokasi objek pajak harus jelas, objek pajak harus ditentukan. 

 

c. Tolak Ukur Penilaian Potensi Pajak Daerah 

 

Terdapat empat kriteria untuk meniali potensi pajak daerah menurut Davey (1998:36) 

yaitu: 

i. Elastisitas dan Kecukupan 

 

Kecakapan untuk menghasilkan pendapatan tambahan guna memenuhi kebutuhan 

pajak yang sama sambil meningkatkan belanja publik yang berkembang secara 

otomatis. Missal: Inflasi menambahkan harga, mengembangkan populasi dan 

mengembangkan pendapatan lokal. Fleksibilitas bisa ditakar sesuai perubahan indeks 

harga guna mengibaratkan tahun pendapatan, jumlah penduduk dan Pendapatan 

Nasional Per Kapita (GNP). 

ii. Keadilan 

 

Prinsip keadilan yang diungkapkan saat ini ialah pembelian publik diharuskan 

dibayarkan oleh suatu himpunan, didukung oleh penggunaan uang juga kemampuan 

masing-masing himpunan. 

iii. Kemampuan Administrasi 

 

Pengelolaan di sini bermakna jika waktu dan total yang diputuskan guna memastikan 

dan meminta pajak sesuai hasil yang telah dicapai. 

iv. Kesepakatan Politis 

 

Kesatuan politik dibutuhkan, guna menghitung pajak, memutuskan komponen harga, 

menetapkan yang diharuskan membayarkan dan menghitung jumlah pajak juga denda 

bagi yang melanggar. 
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2.1.5 Pajak Penerangan Jalan 

 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyebutkan bahwa pajak informasi 

umum merupakan salah satu pajak daerah/kota yang sangat penting dalam 

hubungannya dengan pajak daerah. Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 10 

Tahun 2002, pajak penerangan umum adalah pajak atas konsumsi energi listrik dari  

rekening pemerintah kota, asalkan ada penerangan umum di daerah tersebut. 

Penarikan pajak informasi publik tahunan dengan sistem pemotongan yang 

diwajibkan PT PLN. Contoh dari sistem ini ialah biaya untuk penerangan umum, yang 

termasuk dalam tagihan listrik, sehingga memudahkan pelaksanaannya, serasi guna 

memutuskan umur penerangan jalan pada arah vertikal. 

2.2 Penelitian Terdahulu 

 

Tabel 2. 1 

Penelitian Terdahulu 

No Penelitian Topik Penelitian Hasil Penelitian 

1 Victor F. 

Pasalbessy 

(2016) 

Analisis Kontribusi Pajak 

Penerangan Jalan Terhadap 

Pajak Daerah Kota Jayapura 

Kontribusi Pajak Penerangan Jalan 

terhadap penerimaan Pajak Daerah 

Kota Jayapura menurun. Kontribusi 

tertinggi pada tahun 2010 adalah 

sebesar 25,70 dan terendah pada 

tahun adalah 2014 sebesar 13,27. 

2 Dwi Nanda 

(2017) 

Analisis Kontribusi Penerimaan 

Pajak Penerangan Jalan (PLN) 

Dalam Meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Pada Kabupaten Langkat 

Kontribusi pajak penerangan jalan 

PLN dalam penerimaan pajak daerah 

Kabupaten Langkat menunjukkan 

sebuah kontribusi yang baik. Adapun 

alasan penurunan realisasi pajaknya 

salah satunya ialah adanya 

penunggakan pembayaran pajak oleh 

konsumen. 

3 Monica Yeni 
Anggo (2017) 

Analisis Efektivitas dan 
Kontribusi Pajak Penerangan 

Efektivitas penerimaan PPJ kota 
Malang berada pada tingkat yang 
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  Jalan Terhadap Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) Studi Kasus Pada 
Dinas Pendapatan Kota Malang 

sangat efektif. Sementara kontribusi 

penerimaan PPJ kota Malang berada 
pada tingkat yang sangat kurang. 

4 Yesi Wahyuni 

(2017) 

Efektivitas Penerimaan Pajak 

Penerangan Jalan dan 

Kontribusinya Terhadap 

Pendapatan Pajak Daerah 

Kabupaten Tanah Datar 

Efektivitas Pajak Penerangan Jalan 

pada tahun 2011-2015 cenderung 

efektif namun terdapat pula yang 

kurang efektif ialah pada tahun 2014 

yaitu 83,31%. Sementara untuk 

kontribusinya berkriteria sangat baik 

karena keseluruhan mencapai diatas 

50% 

5 Leidi Diana, 

Treesje Runtu, 

Wulan D. 

(2022) 

Analisis Penerimaan Pajak 

Penerangan Jalan di Kabupaten 

Bolaang Mongondow 

Tingkat efektivitas pajak penerangan 

jalan terhadap pendapatan asli daerah 

Kabupaten Bolaang Mongondow 

berada ditingkatan sangat efektif 

karena menunjukkan nila rasio diatas 

100% yaitu pada 134,50% 
6 Fauziyah 

Lamaya dan 

Maryono 

(2015) 

Analisis Kontribusi Pajak 

Penerangan Jalan Terhadap PAD 

di Kabupaten Lembata 

Kontribusi Pajak Penerangan Jalan 

terhadap PAD Kabupaten Lembata 

yang terkecil periode analisis (2009- 

2013) berada pada tahun 2011 yaitu 

sebesar 1,75%, sedangkan yang 

terbesar periode analisis (2011-2015) 

pada tahun 2011 yaitu sebesar 4,81% 

7 Nancy Maria 

Ngantung 

(2016) 

Analisis Peran Pajak Penerangan 

Jalan Umum Terhadap 

Pendapatan Asli Daerah Kota 

Tomohon 

tingkat efektivitas pajak penerangan 

jalan kota Tomohon dari tahun 2011- 

2015 rata-rata sebesar 114,78% yang 

berarti sangat efektif. Untuk 

kontribusi PPJ terhadap PAD kota 

Tomohon terus berfluktuatif dengan 

rata-rata kontribusinya dari tahun 

2011-2015 adalah sebesar 18,24%. 

8 Helvianti 

(2015) 

Kontribusi Penerimaan Pajak 

Reklame dan Peneragan Jalan 

Terhadap Pendapatan Asli 

Daerah Pada Pemerintahan 

Kabupaten Rokan Hilir-Riau 

Koefisiensi pajak reklame 494 dan 

koefisiensi pajak penerangan jalan 

7,503. Hal itu memperlihatkan jika 

pajak reklame dan pajak penerangan 

jalan mempengaruhi secara positif 

terhadap PAD 

9 Rizka 

Ariyanti, 

Singgih 

Analisis Efektivitas dan 

Kontribusi Penerimaan Pajak 

Reklame Terhadap Pendapatan 

Tingkat Efektivitas penerimaan pajak 

reklame dari tahun 2014-2018 berada 

pada tingkat sangat efektif karena 
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 Setiawan, Nur 

Cahyati 
(2020) 

Asli Daerah Kabupaten 

Pekalongan 

realisasi penerimaan pajak reklame 

sudah melebihi target penerimaan 
pajak reklame 

10 Fallainisa 

Ayuninggar 

(2020) 

Efektivitas Penerimaan Pajak 

Penerangan Jalan dan 

Kontribusinya Terhadap 

Pendapatan Asli Daerah 

Kabupaten Klaten 

Pada tahun 2014-2019 efektivitas 

Pajak Penerangan Jalan tergolong 

sangat efektif tapi ada pula yang 

terkategorikan kurang efektif. 

Sementara kontribusi Pajak 

Penerangan Jalan terhadap Pajak 

Daerahnya pada tahun 2014 sebesar 

42,26%, pada tahun 2015 43,44%, 

tahun 2016 sebesar 41,69%, tahun 

2017 sebesar 28,49%, tahun 2019 

sebesar 36,30% dan 2019 35,92, hal 

tersebut terkategorikan baik, sedang 

dan cukup baik. 
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BAB III 
 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 
 

Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis 

kuantitatif ialah metode dalam menganalisis data dengan mengakumulasi data valid 

yang telah ada, kemudian diolah dan dimasukkan kedalam bentuk tabel. Data ini 

kemudian dianalisis guna mendapatkan kesimpulan. Dalam hal ini metode kuantitatif 

digunakan untuk menentukan seberapa besar tingkat kontribusi dan efektivitas pajak 

penerangan jalan terhadap pendapatan Pajak Daerah Kota Madiun. Sementara analisis 

kualitatif ialah metode analisis dengan wawancara juga observasi dengan menjawab 

pertanyaan hambatan-hambatan apa saja yang mempengaruhi pemungutan Pajak 

Penerangan Jalan di Kota Madiun. 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 

Riset ini dilakukan di Badan Pendapatan Derah (BAPENDA) Kota Madiun. 

 

Waktu penelitian menggunakan periode tahun 2017-2021. 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik pengumpulan data merupakan sesuatu yang penting dan efisien dalam 

sebuah penelitian. Pada penelitian ini menggunakan pengumpulan data, pengumpulan 

data yang tepat akan menghasilkan data yang akurat Jenis data yang digunakan dalam 

penelitian kali ini adalah data sekunder. Data sekunder sendiri berupa dta yang 

didapatkan dari data yang sudah ada dan jadi, kemudian diolah lagi oleh pihak lain 
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dalam hal ini penulis sehingga menghasilkan data baru yang diperlukan. Data sekunder 

dalam penelitian ini berupa data pemungutan Pajak Penerangan Jalan kota Madiun, 

Pajak Daerah kota Madiun dan Pajak Penerangan Jalan dari PLN kota Madiun. 

3.4 Analisa Data 

 

Analisa data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 2 macam 

teknik analisis yaitu: 

1. Analisis Kuanlitatif 

 

Merupakan suatu jenis analisa yang digunakan dalam menganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kota Madiun. Dilakukan 

dengan wawancara guna pengumpulan data dan mendapatkan informasi yang jelas. 

Wawancara dilakukan kepada pegawai atau staf berwenang. 

2. Analisis Kuantitatif 

 

Merupakan analisa yang dimanfaatkan guna menganalisis data juga menyelesaikan 

permasalahan yang ada. Dalam hal ini metode analisa data yang digunakan adalah 

analisis kontribusi. 

Analisis kontribusi ini digunakan untuk mengetahui tentang seberapa besar suatu 

daerah memberikan sumbangan atau kontribusi terhadap penerimaan Pendapatan Asli 

Daerah. Didalam mengetahui kontribusinya, pajak daerah berupa pajak penerangan 

jalan dalam periode tertentu dibandingkan dengan total penerimaan Pendapatan Asli 

Daerah dalam periode tertentu juga. Dengan hasil yang lebih tinggi maka peranan Pajak 

Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah juga semakin besar, sebaliknya 
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dengan hasil yang kecil peranan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli 

Daerah juga semakin kecil. 

Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap penerimaan Pajak Penerangan 

Jalan dapat dihitung menggunakan rumus berikut: 

 

 

 
 

Setelah menghitung kontribusi menggunakan rumus yang tersebut, kemudian 

diklasifikasikan berdasarkan tabel yang tersedia berikut : 

Tabel 3. 1 

Klasifikasi Kriteria Kontribusi 

Presentase Kriteria 

0,00% - 10% Sangat Kurang 

10,10% - 20% Kurang 

20,10% - 30% Sedang 

30,20% - 40% Cukup Baik 

40,10% - 50% Baik 

50% < Sangat Baik 

Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM, 1991 

Analisis kontribusi yang dibahas dalam penelitian ini adalah suatu analisis 

dimanfaatkan guna dapat melihat sebesar apa pengaruh kontribusi dari penerimaan 

pajak daerah khususnya Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota 

Madiun. Dengan harapan semakin tinggi kontribusi Pajak Penerangan Jalan maka 

semakin tinggi juga Pendapatan Asli Daerah. 

Kontribusi = 
Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan  

x 100%
 

Total Pendapatan Asli Daerah 
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Dilihat dari analisis ini kita akan mendapatkan kesimpulan seberapa besar 

kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Madiun. 

Kemudian analisis efektivitas merupakan tolak ukur seberapa jauh tingkat 

luaran, kebijakan dan prosedur Pajak Penerangan Jalan untuk mencari tujuan yang 

telah disepakati. Bisa dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan 

sasaran akhir. Semakin besar luaran yang dihasilkan kepada tujuan dan sasaran yang 

ditentukan maka semakin efektif proses kerja. 

Tingkat Efektivitas Pajak dapat dihitung sebagai berikut: 
 

 
 

Setelah menghitung kontribusi menggunakan rumus yang tersebut, kemudian 

diklasifikasikan berdasarkan tabel yang tersedia berikut : 

Tabel 3. 2 

Klasifikasi Kriteria Efektivitas 

 
 

>100% Sangat Efektif 

100% Efektif 

90% - 99% Cukup Efektif 

75% - 89% Kurang Efektif 

<75% Tidak Efektif 

 

Sumber: Depdagri, Kemendagri Nomor 690.900.329 

Efektivitas = 
Realisasi Pajak Penerangan Jalan   

x100%
 

Target Pajak Penerangan Jalan 
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Analisis efektivitas yang dibahas dalam penelitian ini adalah suatu analisis 

dimanfaatkan guna mengatur rasio keberhasilan dari penerimaan pajak daerah 

khususnya Pajak Penerangan Jalan terhadap Pajak Daerah Kota Madiun. Setelah 

membandingkan relasi dengan targetnya dan memperoleh hasilnya, kemudian hasilnya 

dapat dibandingkan dengan Tabel Klasifikasi Kriteria Efektivitas dan dapat 

memperoleh kesmpulan bahwa: 

1. Hasil perbandingan dengan tingkat capaian diatas 100% artinya sangat efektif. 

 

2. Hasil perbandingan dengan tingkat capaian 100% artinya efektif. 

 

3. Hasil perbandingan dengan tingkat capaian 90% - 90% artinya cukup efektif. 

 

4. Hasil perbandingan dengan tingkat capaian 75% - 89% artinya kurang efektif. 

 

5. Hasil perbandingan dengan tingkat capaian <75% artinya tidak efektif. 
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BAB IV 

 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

4.1 Pendapatan Asli Daerah 

 

Berikut data perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kota Madiun tahun 2017- 

2021 yang digunakan sebagai perhitungan dalam menentukan Kontribusi dan 

Efektivitas: 

Tabel 4. 1 

Pendapatan Asli Daerah Kota Madiun tahun 2017-2021 
 

Tahun Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) 

2017 230.608.717.369,00 

2018 105.382.873.572,70 

2019 208.488.824.800,00 

2020 206.504.941.000,00 

2021 226.891.939.093,00 

Rata-rata pertahun 195.575.459.166,94 

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Madiun 

4.2 Kontribusi Pajak Penerangan Jalan 

 

Berikut disajikan data Pajak Penerangan Jalan di kota Madiun tahun 2017-2021 

yang digunakan sebagai acuan dalam proses penelitian dengan judul “Analisis 

Kontribusi dan Efektivitas Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah”. 
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Tabel 4. 2 

Pendapatan Pajak Penerangan Jalan Kota Madiun 2017-2021 
 

Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) 
Bertambah/ 
Berkurang 

Perkembangan 
(%) 

Ket. 

2017 16.080.000.000,00 18.503.214.981,13 2.423.214.981,13 115,07% Sangat Baik 

2018 19.300.000.000,00 19.722.287.098,64 422.287.098,64 102,19% Sangat Baik 

2019 20.125.000.000,00 20.627.903.089,64 502.903.089,64 102,50% Sangat Baik 

2020 19.600.000.000,00 20.664.839.579,46 1.064.839.579,46 105,43% Sangat Baik 

2021 19.327.000.000,00 20.011.884.363,64 684.884.363,64 103,54% Sangat Baik 

Rata-rata pertumbuhan per- 

tahun 

19.906.025.822,50 1.019.625.822,50 105,75% Sangat Baik 

Sumber: Laporan tahunan BAPENDA Kota Madiun 

Berdasarkan data diatas dapat dihitung hasil presentase kontribusi penerimaan 

pajak penerangan jalan Kota Madiun tahun 2017-2021 menggunakan rumus : 

𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 = 
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝐽𝑎𝑙𝑎𝑛 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐴𝑠𝑙𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 
× 100%

 
 

18.503.214.981,13 
2017 = 

230.608.717.369,00 
× 100% = 8%

 
 

19.722.287.098,64 
2018 = 

105.382.873.572,70 
× 100% = 19%

 
 

20.627.903.089,64 
2019 = 

208.488.824.800,00 
× 100% = 10%

 
 

20.664.839.579,46 
2020 = 

206.504.941.000,00 
× 100% = 10%

 
 

 

2021 = 
20.011.884.363,64 

226.891.939.093,00 
× 100% = 9%
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Tabel 4. 3 

Tabel Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Kota Madiun 
 

Tahun Realisasi PAD Kontribusi Ket. 

2017 18.503.214.981,13 230.608.717.369,14 8% Sangat Kurang 

2018 19.722.287.098,64 105.382.873.572,70 19% Kurang 

2019 20.627.903.089,64 208.488.824.800,00 10% Sangat Kurang 

2020 20.664.839.579,46 206.504.941.000,00 10% Sangat Kurang 

2021 20.011.884.363,64 226.891.939.093,00 9% Sangat Kurang 

Rata-rata kontribusi 11% Kurang 

 
Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa kontribusi Pajak 

Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Madiun pada tahun 2017 

berada pada tingkat sangat kurang. Pada tahun 2019 kontribusinya naik menjadi kurang 

dengan presentase 19%, dan untuk tahun 2019-2021 kontribusinya sangat kurang. Jadi, 

kontribusi tertinggi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah terjadi 

pada tahun 2019 dan dengan rata-rata kontribusi kurang. 

4.3 Efektivitas Pajak Penerangan Jalan 

 

Untuk menentukan efektivitas Pajak Penerangan jalan dapat dihitung 

menggunakan rumus : 

𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 = 
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝐽𝑎𝑙𝑎𝑛 

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝐽𝑎𝑙𝑎𝑛 
× 100%

 
 

18.503.214.981,13 
2017 = 

16.080.000.000,00 
× 100% = 115%

 
 

19.722.287.098,64 
2018 = 

19.300.000.000,00 
× 100% = 102%

 
 

20.627.903.089,64 
2019 = 

20.125.000.000,00 
× 100% = 102%
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19.600.000.000,00 
2020 = 

19.600.000.000,00 
× 100% = 105%

 
 

20.011.884.363,64 
2021 = 

19.327.000.000,00 
× 100% = 104%

 

Tabel 4. 4 

Tabel Analisis Efektivitas Pajak Penerangan Jalan 
 

Tahun Target Realisasi Efektivitas Ket. 

2017 16.080.000.000,00 18.503.214.981,13 115% Sangat Efektif 

2018 19.300.000.000,00 19.722.287.098,64 102% Sangat Efektif 

2019 20.125.000.000,00 20.627.903.089,64 102% Sangat Efetif 

2020 19.600.000.000,00 20.664.839.579,46 105% Sangat Efektif 

2021 19.327.000.000,00 20.011.884.363,64 104% Sangat Efektif 

Rata-rata per tahun 106% Sangat Efektif 

 
Dapat dilihat dari hasil analisis pada tabel diatas, bahwa dari tahun 2017-2021 

Pajak Penerangan Jalan berada pada kategori yang sangat efektif. Efektivitas yang 

terbesar berada pada tahun 2017 sebesar 115% dan efektivitas yang terkecil terjadi pada 

tahun 2018 dan 2019. 

4.4 Pembahasan 

 

Menurut rumusan masalah yang sudah tertera pada latar belakang, pada 

penelitian ini akan dibahas tiga hal pokok diantaranya yaitu kontribusi Pajak 

Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Madiun, efektivitas Pajak 

Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Madiun dan hambatan- 

hambatan yang mempengaruhi selama proses pemungutan Pajak Penerangan Jalan di 

Kota Madiun. 
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4.4.1 Kontribusi Pajak Penerangan Jalan 

 

Pada tabel 4.3 dapat dilihat hasil analisis dari kontribusi Pajak Penerangan 

Jalan, realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2017 sebesar 

Rp. 230.608.717.369,00 dan pajak penerangan jalan berkontribusi sebesar 8% dimana 

hal ini termasuk kategori sangat kurang. Mengalami kenaikan signifikan pada tahun 

2018 yaitu sebesar 19% untuk kontribusinya dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) sebesar Rp. 105.382.873.572,70 yang mana kontribusinya menjadi dalam 

kategori kurang. Pada tahun 2019 kontribusinya mengalami penurunan kembali 

menjadi 10% dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 208.448.824.800,00. 

Kontribusi Pajak Penerangan Jalan mulai stabil mulai dari tahun 2019 hingga tahun 

2020 yaitu sebesar 10%, dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2020 

sebesar Rp. 206.504.941.000,00 dan pada tahun 2021 mengalami penurunan kembali 

menjadi sebesar 9% dengan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 226.891.939.093,00. 

Dengan rata-rata kontribusi selama lima tahun ini sebesar 11% dapat disimpulkan dari 

hasil klasifikasi bahwa kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli 

Daerah tahun 2017-2021 berada pada kategori kurang. 

Pada tahun 2018 pemerintah Kota Madiun menaikkan target Pajak Penerangan 

Jalan dikarenakan realisasi pada pajak tersebut sudah mencapai target pada tahun 2017, 

dan pada tahun 2018 kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah juga berada pada 

angka 19% yang mana menurut Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM, 1991 angka 

tersebut berada pada tingkat kontribusi kurang. Kemudian turunnya kontribusi Pajak 
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Penerangan Jalan pada tahun 2019 menurut bendahara Badan Pendapatan Daerah 

(BAPENDA) disebabkan oleh adanya Covid-19 yang mempengaruhi banyak sektor 

termasuk dari wajib pajak penerangan jalan yang usahanya terpaksa tutup sementara, 

sehingga pembayaran pajak dari wajib pajak tidak terbayar. Bendahara BAPENDA 

juga menjelaskan bahwa dari tahun 2019-2020 kontribusi Pajak Penerangan Jalan tetap 

berada pada angka 10% bahkan pada tahun 2021 mengalami penurunan kembali 

menjadi sebesar 9%, hal ini disebabkan oleh diturunkannya target penerimaan pajak 

penerangan jalan, hal tersebut dilakukan agar realisasinya tetap mencapai target dan 

tidak mengalami penurunan yang signifikan pada masa pandemi Covid-19. Bendahara 

Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun menjelaskan pendapatnya tentang fenomena 

Pajak Penerangan Jalan yang merupakan salah satu penerimaan pajak tertinggi, namun 

setelah dianalisa hasil rata-rata kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah berada 

pada angka 11% yang mana menurut Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM angka 

tersebut berada pada tingkat kurang. Fenomena tersebut dikarenakan sumber-sumber 

peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Madiun tidak hanya berasal dari 

Pajak Penerangan Jalan, akan tetapi banyak sektor-sektor pajak daerah dan retribusi 

daerah lainnya. Jadi tidak hanya Pajak Penerangan Jalan saja yang berkontribusi akan 

kenaikan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Madiun. Selain itu adanya pandemi 

Covid-19 juga menjadi salah satu penyebab target Pajak Penerangan Jalan diturunkan 

sehingga hal tersebut ikut berpengaruh juga terhadap besarnya kontribusi Pajak 

Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Madiun. 
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4.4.2 Efektivitas Pajak Penerangan Jalan 

 

Berdasarkan hasil perhitungan efektivitas Pajak Penerangan Jalan mengalami 

kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2017 angka efektivitas pajak penerangan jalan 

berada pada 115% dengan kategori sangat efektif dan menjadi tingkat efektivitas yang 

tertinggi dalam tahun 2017-2021. Kemudian dinaikkan tergetnya pada tahun 2018 akan 

tetapi realisasinya tidak sebesar tahun sebelumnya, sehingga tingkat efektivitasnya 

mengalami penurunan menjadi 102%. Pada tahun 2019 tinggat efektivitasnya tetap 

berada pada angka 102% dikarenakan targetnya kembali dinaikkan tetapi realisasinya 

tidak begitu signifikan, kendati demikian tahun 2018 dan 2019 tetap berada pada 

kategori sangat efektif. Pada tahun 2020 kembali mengalami kenaikan pada tingkat 

efektivitasnya sebesar 105% dikarenakan target pajak penerangan jalan diturunkan 

akan tetapi untuk realisasinya tidak berbeda jauh dengan tahun 2019. Tahun 2021 

kembali mengalami penurunan menjadi sebesar 104% dengan realisasi yang tetap 

melebihi target dan tetap berada dalam kategori yang sangat efektif. 

Dari hasil analisis diatas dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2017-2021 Pajak 

Penerangan Jalan mengalami fluktuasi tetapi dengan rata-rata realisasi yang melebihi 

dari target yang telah ditentukan oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA). 

Kemudian untuk hasil analisis efektivitas Pajak Penerangan Jalan kota Madiun berada 

pada kategori sangat efektif dengan rata-rata penerimaanya sebesar 106%. 

4.4.3 Hambatan yang Mempengaruhi Pemungutan Pajak Penerangan Jalan 

 

Berdasarkan data-data yang telah dikaji diatas, Pajak Penerangan Jalan 

merupakan pajak yang memberikan kontribusi yang sedang terhadap Pendapatan Asli 
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Daerah (PAD) dan memiliki efektivitas yang sangat efektif. Selain itu, Pajak 

Penerangan Jalan merupakan pajak yang paling tinggi angkanya dibandingkan dengan 

pajak yang lain dan selalu mencapai target yang telah ditentukan walaupun terjadi 

fluktuasi pada setiap tahunnya. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan Badan 

Pendapatan Daerah sendiri aktif untuk mencari potensi wajib pajak baru dan dari 

petugasnya sendiri rutin untuk melakukan penagihan terhadap wajib pajak dengan cara 

melakukan kunjungan lapangan pada wajib pajak. 

Akan tetapi untuk mendapatkan hasil demikian, tentu akan tetap ada hambatan- 

hambatan dalam proses pemungutan pajaknya. Umumnya hambatan mungkin bisa 

terjadi dari internal yang berasal dari Badan Pendapatan Daerah itu sendiri atau bisa 

juga terjadi dari eksternal yaitu dari wajib pajak. Dan dalam kasus ini yang menjadi 

hambatannya ialah dari wajib pajak, berupa : 

1. Pada saat Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang telah ditetapkan dari bidang pengelolaan 

pajak daerah dan telah disampaikan kepada wajib pajak, biasanya wajib pajak tidak 

langsung membayar pajak tersebut. Akan tetapi pada saat berjalannya waktu usaha 

mereka tutup dan wajib pajak tidak mau membayar maupun melaporkan bahwa 

usahanya telah tutup sehingga menimbulkan piutang tidak terbayar. 

2. Wajib pajak yang belum sadar akan wajib membayar pajak sehingga susah untuk 

membayar pajak. 

Dari permasalahan yang terjadi diatas Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) 

sendiri telah memiliki solusi berupa : 

1. Tetap melakukan penarikan berupa kunjungan lapangan. 
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2. Surat Ketetapan Pajak yang telah diberikan kepada wajib pajak ditarik kembali apabila 

surat tersebut belum hilang. 
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BAB V 
 

SARAN DAN KESIMPULAN 

5.1 Kesimpulan 
 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini, peneliti dapat 

menyimpulkan sebagai berikut : 

1. Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota 

Madiun berada pada tingkat kurang yaitu dengan rata-rata kontribusinya sebesar 11% 

dari tahun 2017-2021. Hal tersebut bisa terjadi dikarenakan Pajak Penerangan Jalan 

merupakan salah satu pajak penerimaan pajak tertinggi namun masih banyak 

penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh dari sektor pajak lain dan retribusi 

daerah lainnya. 

2. Realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kota Madiun berada pada tingkat 

sangat efektif dikarenakan realisasi yang selalu melebihi target yang telah ditetapkan 

oleh pemerintah daerah. Rata-rata efektivitas Pajak Penerangan Jalan sebesar 106% 

dari tahun 2017-2021. Berdasarkan tabel klasifikasi yang telah tersedia dapat 

disimpulkan bahwa tingkat efektivitas Pajak Penerangan Jalan berada diatas 100% 

yang artinya sangat efektif. 

3. Hambatan yang mempengaruhi pemungutan Pajak Penerangan Jalan di Kota Madiun 

ada dua yaitu kesadaran masyarakat akan wajibnya membayar pajak dan adanya 

piutang tak terbayar dari wajib pajak yang tidak membayar pajak berdasarkan Surat 

Ketetapan Pajak yang telah ditetapkan. 
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5.2 Keterbatasan Penelitian 

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti mempunyai keterbatasan 

yang dapat mempengaruhi hasil penelitian berupa : 

1. Penelitian hanya dilakukan pada satu kota saja, yaitu Kota Madiun. 

 

2. Penelitian ini hanya meneliti satu jenis pajak saja, yaitu Pajak Penerangan Jalan. 

 

3. Penelitian hanya menggunakan rentan waktu selama 5 tahun. 

4. Kurang terbukanya petugas di BAPENDA sehingga data yang didapat terbatas. 

 

5.3 Saran Penelitian 

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan kesimpulan diatas, maka 

peneliti bisa menjelaskan saran sebagai berikut : 

1. Diharapkan penelitian selanjutnya tidak hanya meneliti Pajak Penerangan Jalan 

terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Madiun saja, akan tetapi juga 

melakukan penelitian di kota sekitar Madiun atau di wilayah Jawa Timur. 

2. Diharapkan penelitian selanjutnya tidak hanya meneliti satu jenis pajak saja, tetapi 

dengan menggabungkan beberapa jenis pajak daerah agar bisa dijadikan sebagai 

perbandingan. 

3. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat dilakukan dalam rentan waktu yang lebih dari 

5 tahun. 

5.4 Implikasi Penelitian 

 

Hendaknya Badan Pendapatan Daerah madiun menggiatkan kegiatan yang dapat 

meningkatkan kesadaran warganya pentingnya berpajak demi mengoptimalkan dana 

anggaran dan kemajuan daerah tersebut, terkhusus pada pelaku wajib pajak Pajak 
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Penerangan Jalan. Tidak hanya itu perlunya sikap tegas dari pihak Badan Pendapatan 

Daerah terhadap wajib pajak penerangan jalan yang dianggap kurang patuh. 
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Laporan Pendapatan Asli Daerah 
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Hasil Wawancara dengan Bendahara Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun 

 

Peneliti Narasumber 

Bagaimana cara penerimaan Pajak 

Penerangan Jalan di Kota Madiun bisa 

mencapai target yang telah ditetapkan 

oleh pemerintah daerah? 

1. Bidang pendataan melakukan 

pendataan dilapangan guna 

mencari wajib pajak baru dan 

dikenakan pajaknya. 

2. Dari bidang penetapan 

menerbitkan Surat Ketetapan 

Pajak Daerah dan melakukan 

penagihan, jadi tidak menunggu 

wajib pajak membayar kekantor 

tetapi dari petugas lapangan 

terjun untuk melakukan 

penagihan terhadap wajib pajak. 

3. Melakukan penagihan apabila 

terjadi piutang pada thun 

sebelumnya. 

Hambatan-hambatan apa saja yang 

mempengaruhi pemungutan Pajak 

Penerangan Jalan di Kota Madiun? 

1. Surat Ketetapan Pajak sudah 

diterbitkan dan sudah 

disampaikan kepada wajib pajak, 

dan    biasanya    mereka    tidak 
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 langsung membayar dan saat 

berjalannya waktu usaha mereka 

tutup jadi menghambat proses 

pembayaran pajak dan muncul 

piutang tidak terbayar. 

2. Dari bidang pendataan 

menetapkan Surat Ketetapan 

Pajak dan sudah disampaikan 

kepada wajib pajak namun 

usahanya tutup dan tidak 

disampaikan kepada BAPENDA 

jadi sudah terlambat karena SKP 

yang sudah disampaikan tidak 

bisa dicabut atau dihapus dan 

mereka tidak mau membayar 

pajak sehingga muncul piutang 

tak terbayar. 

3. Wajib pajak belum sadar akan 

pentingnya membayar pajak jadi 

susah untuk membayar pajak. 
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Menurut pendapat ibu apa penyebab 

hasil Pajak Penerangan Jalan 

kontribusinya terhadap Penerimaan Asli 

Daerah berada pada kategori kurang? 

Pada saat pandemi Covid-19 masuk ke 

Indonesia dan berdampak pada banyak 

sektor. Menjadikan banyak usaha yang 

tutup, hal tersebut membuat banyak 

wajib pajak yang tidak membayar pajak 

sehingga menjadikannya piutang tak 

terbayar. Kemudian sebagai solusinya 

diturunkannya target agar realisasinya 

tetap terpenuhi. 
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